GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR ©9v TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGS], DAN URAIAN TUGAS DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN z

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perkebunan
dan Peternakan perlu perumusan Tugas, IFungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;

b. bahwa Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Seclatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya
perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas

Perkebunan dan Peternakan; .

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Ur'{dang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara _lr;un mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

/ Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1106);

Mengingat:
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5C15) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas
Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6019);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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. Peraturan Menten Pertanan Nomor Q8,/ Permentan:

OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Nomor Tahun 2013
Nomor 1180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatanj;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS. FUNGSI, DAN

URAIAN TUGAS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom:.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

1.

2

.

»

w

|
.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perkcbunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Sclatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Selatan.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Selatan.
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Unit Peluks T
siann Tekms ‘r g anliani , ‘o 5
Unit Pelakanns < : ..I)mmh yang st lanjutnya disingkat UPTD adulah
Ptarmls *“ a eknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan dan
takan Provinsi Knlimantan Selatan,

Perkebunan Besar Swasta : :

vk g esar Swasta atau Negara yang selanjutnya di singkat PBS/N
o | rkebunan yang di selenggarakan atau di kelola secara komersial
oleh perusahaan yang berbadan hukum.

Organisme Pengeaneon Ts - : o

) ‘g‘uulsu-u I cngpangpu Tanaman yung selanjutnya di singkat OPT adalah
..tiliufu orgamsme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang
secara in.n;;_sung karena mftt_mm:ui'lmn kerusakan fisik, gangguan hisiolog
dan biokimia, atau kompetisi hara terhadaptanaman budidaya.

meus‘m adalah in{cksi vang ditularkan di antara hewan vertebrata dan
manusia atau sebaliknya.

Kebun Plasma adalah Kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh
perusahaan swasta/negara yang ketentuan pendanaannya melalul kredit
perbankan.

Kebun Berbantuan adalah Kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh
rakyat yang sebagian pendanaannya dibantu oleh negara.

Hasil Perkebunan adalah seluruh barang/jasa yang berasal dari
perkebunan yang terdini dari produk utama, produk turunan, produk
sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat
sebagai bukti tertulis yang sah atas terpenuhinya persyaratan higiene-
sanitasi sebagai dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal hewan.
Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah
kesehatan serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau
memperbaiki kesehatan.

Pet Shop adalah usaha perdagangan vang menyediakan hewan dan
perlengkapan hewan peliharaan.

Pultry Shop adalah usaha perdagangan yang menyediakan sarana
produksi peternakan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

melaksanakan urusan pemerintahan yang

i ai tagas :
Dinas mempuny B pertanian sub

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang

urusan perkebunan dan perternakan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)

menyelenggarakan fungsi: .

a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan pete makyt.

b. koordinasi pelaksanaan kebtjakan penataan dan peningkatan
prasarana dan sarana;

c. koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi perkebunan;

Dipindai dengan CamScanner



13)

(%)

o
J.

koordinasi aks: 1 '

pelaksanaan  kebijakan eningkatan roduksi :
kesehatan hewan; ’ B e Lo
" . .
t\GOI’dlanSL pelaksanaan  kebijakan pengolahan, pemasaran dan
penyuiuhan;
pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman
perkebunan dan peternakan;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit perkebunan dan
pcternakan serta penanggulangan bencana alam;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan
peternakan;

pembinaan. pengawasan, dan pengendalian UPTD: dan
pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyail uraian tugas sebagai berikut:

a.

b.

3

k.

mengoordinasikan, membina, mengawasi dan  mengevaluasi
perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan peternakan;
mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis penataan dan peningkatan prasarana
dan sarana;

mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan produksi perkebunan;
mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan produksi dan kesehatan
hewan;

mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran dan
penyuluhan;

mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan mutu dan peredaran benih
serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan;
mengoordinasikan, membina, mengawasi dan  mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan penanggulangan
hama penyakit perkebunan dan peternakan serta penanggulangan
bencana alam;

mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis pemberian 1zin usaha/rekomendasi
teknis bidang perkebunan dan peternakan,

membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis
Daerah;

membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan;
dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan  bidang tugas
dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Sekretanat;

b. Bidang Prasarana dan Sarana;

¢. Bidang Perkebunan;

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
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Bidang Penvuluhan, Pengolahan dan Pemasaran:

Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8 Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

b‘c‘krcturiu(_ sebagarmana  dunaksud dalam  Pasal 2 ayat (1) huruf a

mempunyal  tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan
dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan  administrasi
kepegawaian.

Sckretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan
dinas;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pcngaturan dan
pengendalian penyusunan luporan kegiatan dinas;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pcngendalian pengelolaan ascet dinas;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

[. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

g pcnyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian  pengelolaan  organisasi, talalaksana, dan hubungan
masyarakat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mcnyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan aset dinas;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
mengendalikan pengelolaan administrasi kepeguwaian,;

dan

dan

mengatur dan

dan
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K. menyus : » 1 1
FHSUN  program, mengoordinasikan, membina. mengalur  dan

mengendalikan penge isasi
gelolaan organisasi, tatalaksana d: ’
i e » lalalaksana dan hubungan
h. melaksan: i i
nelaksanakan tugas lain  sesuai  dengun bidang (ugas duan
kewenangannya.
Sckretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan
Dinas;
menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana stratejik;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana kerja dinas;

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;

{. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan
Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Dinas;

h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kkinerja penyusunan
program dan pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dalam  bidang  tugas
dan kewenangannya.

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pcnyusunan rencana
anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan
aset.

Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tggas_scbagmmana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
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(1)

i

h.

MENViapkan  bahan dan menvusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset:
E'w.n’. Wapkan bahan dan menyusun petunjuk  teknis  pengelolaan
Kt uangan,
menviapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan
usct,
menviapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusurn
rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
menyviapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;
menylapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan
lunjangan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan
aset;
menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;
menyiapkan  bahan  dan menyusun  laporan  kinerja  dan
pertanggungjawaban keuangan;
menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
cksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,
ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat
dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi
kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat-menyurat, ekspedisi dan Kkearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

menviapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat
dan ekspedisi;

menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;

menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor:

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
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CHY P kan bahan dan melaksanakan Kepiatan hubungin
masvarnkat dan keprotokolan,
nenyiapkan -
' Y VR bahan  analisa dan  evaluast el EUvilias  organisass
dan Keladaloksanaan,
menvinpkan bahan dan menyvusun daltar nominatil  dan daftar urae
Kepangkatan pegawat,
menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemilian  kinerja
peEwawal,
menypkan bahan dan memproses admimstrasi mulitsi kepegnwatan;
menviapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
menyupkan bahan pembinaan pegawai; dan
melaoksanakan wagas  lmn sesual dengan bidang  wgas  dan
kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 7

Bidung Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana

perkebunan dan peternakan serta fasilitasi pembiayaan dan

investasi

usaha perkebunan dan peternakan.
Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

penvusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan prasarana
dan sarana perkebunan;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan prasarana
dan sarana peternakan;

penyusunan  program, koordinasi,
pengendalian fasilitasi pemanfaatan pembiayaan
perkebunan melalui lembaga keuangan/perbankan;
penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian fasilitasi pembiayaan investasi usaha peternakan melalui
lembaga keuangan/perbankan; dan

penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
pengendalian  pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan

peternakan dan ketenagakerjaan.

pembinaan, pengaturan, dan
investasi usaha

Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan n._lgas_scbagajmana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai berikut:

a.

b.

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang

prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan;
menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

mengendalikan pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana
perkebunan;

Wﬁm{‘:—".:
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mengendalika
n pelaksana :
Peternakan: an pengembangan prasarana dan soron.
- N sarana
. menyusy;
4 I Program i i1 :
s 0 ésﬂit’asi Igzll";f:;g;dl?ublkun. membina,  mengatur
aatan pembiay; i stasi :
o ; an ayaan investas sithe
perkebunan melajyuj lembaga keuangan/perbankan: < el
€. menyusun inasi :
mPn;f_’,Fndalik megl‘ﬂ_f{l, _mengoordinasikan, membina, mengatur
e.[ Qe - an aghtam pemanfaatan pembiayaan investasi umh“
r pelernakan melalui lembaga keuangan/perbankan: o o
. men i i ,
.;wnj:ussn[k program, mengoordinasikan, membina, mengatur
gendalikan  pengembane: [ ’ ,
g gan  Kemitraan usaha p
: 3 e H
peternakan dan ketenagakerjaan; dan prrssl,
g melaksanakan tug i i
g : as lain  sesuai dengan i
kewenangannya_ g bidang tugas dan
Bidang Sarana dan P i i
rasarana seb iri
atas: agaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
a. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
b. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
c. Seksi Pembiayaan, Investasi, Kemitraan dan Tenaga Kerja.

Pasal 8

Seksl Prasarana dan Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa_l 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan

tekn‘ls_, pengelolaan lahan dan sumber air, memantau ketersediaan pupuk,

pestisida, dan mesin perkebunan.

Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan

teknis, pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau

ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan tcknis, pengelolaan lahan dan sumber air, serla memantau
ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan;

melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi potensi lahan dan

&
sumber air untuk pengembangan perkebunan;

d. menyipkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan arcal
perkebunan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sertifikasi lahan
petani swadaya dan berbantuan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan
dan pemanfaatan lahan dan sumber air perkebunan;

g. melaksanakan pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber air
untuk pengembangan usaha perkebunan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi lahan dan sumber

air untuk untuk kelestarian perkebunan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi lahan dan sumber

air perkebunan;
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men ne z - .

}'ldpkd.n bahan dan melaksanakan kerja sama dengan j i
terkait engelolas y a dengan instansi

pengelolaan  dan  pemanfaatan lahan dan sumb i
perkebunan: SRS
menyiapkan bahan penjamin: I
jaminan Kualitas pupuk dan pestisida v

beredar untuk usaha perkebunan; P TR
menyiapkan bahan dan melaksans ilitasi i

) anakan [asilitasi ketersediaz
peralatan dan mesin perkebunan; rediaan
mclaksa&:&akam pemantauan pengelolaan lahan dan sumber air, serta
ketersediaan pupuk, dan pestisida; ’
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis
pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau ketersediaan
pupuk, dan pestisida;
rrfeny-iapkan bahan dan menyusun laporan kineria pelaksanaan
bunbmgr:}n teknis, pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau
ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan; dan
melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang (ugas dan
kewenangannya. "

Pasal 9

Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis, penataan prasarana peternakan dan pemantauan ketersediaan
benih, pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan serta kesehatan
hewan.

Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut;

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, penataan prasarana peternakan dan pemantauan ketersediaan
benih, pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan serta kesehatan
hewan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan pemantauan
ketersediaan benih, pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan

serta kesehatan hewan;

melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi potensi
sumber air untuk pengembangan peternakan;
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan prasarana dan
sarana berdasarkan jenis peternakan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan usaha
peternakan sesuai jenis dan besaran usahanya;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan
peternakan; .

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan
benih, pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan serta kesehatan

lahan dan

hewan;
meluksanakan pengendalian pemanfaatan benih, pakan, obat-ubatan,

dan alat mesin peternakan serta kesehatan hewan;
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i mMelaksanakan kena sama dengan mstans lembaga dalam penyediaan
En'mh. pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan serta kesehatan
o

oo menyviapran bahan pergaminan kualitus benil, pakan, obat obatan,
dan alat mesin peternakan serta kesehatan hewan,

% melaksanakan pemantauan pengelolaan lahan dan sumber air, benih,
pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan serta kesehatan

hewan

I melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis.
penataan prasarana peternakan dan pemantauan ketersediaan benih,
pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan serta kescehatan
hewan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan pemantauan
ketersediaan benih, pakan, obat-obatan, dan alat mesin peternakan
serta kesehatan hewan; dan

n. melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 10

Seksi Pembiayaan Investas), Kemitraan dan Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan teknis, fasilitasi kemitraan usaha, dan pembiavaan investasi
pengembangan agnbisnis perkebunan dan peternakan untuk pembukaan
lapangan kerja.

Scksi Pembiayvaan [nvestasi, Kemitraan dan Tenaga Kerja dalam

melaksanakan (ugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, fasilitasi kemitraan wusaha, dan pembiayaan investasi
pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan;

L. menylapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan

bimbingan teknis, fasilitasi kemitraan usaha, dan pembiayaan

mnvestas! pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan;
mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
pembiayaan investasi, kemitraan usaha dan tenaga kerja;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis

pengembangan kemitraan usaha perkebunan;

menyipkan bahan dan  melaksanakan bimbingan  teknis

pengembangan kemitraan usaha peternakan;

[ menyiapkan bahan dan melaksanakan faslitasi pembiayaan, investasi

dan permodalan pengembangan usaha perkebunan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan faslitasi pembiayaan, investasi

dan permodalan pengembangan usaha peternakan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan faslitasi pengembangan
kemitraan usaha perkebunan dan ketenagakerjaan,
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menviapk: : - aslitasi
ki.t. n_‘xmpktm bahan dan melaksanakan laslitast  pengembangan
tMmitraan usaha peternakan dan ketenagakerjaan;

). Memlasilitasi  pengembangan usaha perkebunan dan  peternakan

dengan lembaga keuangan/perbankan;

k. menyiapkan bahan melaksanakan pengembangan kemitraan usaha
perkebunan dan peternakan:

. menyiapkan bahan informasi penyerapan tenaga kerja terkait dengan

pengembangan usaha perkebunan rakyat, ncgara dan swasta;

m. menylapkan bahan informasi penyerapan tenaga kerja terkait dengan
pengembangan usaha peternakan rakyat, negara dan swasta;

n. mepyiqpkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan unit
kerja/instansi terkait dalam pengembangan usaha perkebunan dan
peternakan;

0. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan kemitraan
usaha perkebunan dan peternakan yang kaitannya dengan
penyerapan tenaga kerja;

p. rrlleny_iapkan bal}an dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
plmbmggn teknis, fasilitasi kemitraan usaha, dan pembiayaan
investas: pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sertifikasi lahan
perkebunan yang di bangun secara plasma;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan penilaian fisik
kebun plasma di Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota;
dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan

Pasal 11

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {4) huruf ¢
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan  ketersediaan benih, perluasan, peremajaan dan
peningkatan produksi, proteksi tanaman perkebunan dan perlindungan
usaha serta penataan PBS/N.

Bidang Pcrkebunan dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayal (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian budidaya benih tanaman perkebunan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian peningkatan produksi dan intensifikasi tanaman
perkebunan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian proteksi tanaman perkebunan;
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Pt'n}'usum.m program, koordinasi. pembinaan, pengaturan  dan
pengendalian gangguan usaha tanaman perkebunan; dan
pcmusunq.n program, koordinasi, pembinaan, pengaturan  dan
pengendalian penataan PBS/N.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
perkebunan:

b. menyusun_ program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan penyediaan benih tanaman perkebunan;

€. menvusun program. mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan peningkatan produksi dan intensifikasi tanaman
perkebunan;

€. menyusun = program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan proteksi tanaman perkebunan;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan gangguan usaha tunaman perkebunan;

g menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

. b
mengendalikan penataan PBS/N; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenanganuaya.

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.
Cc:

Seksi Perbenihan, Perluasan, dan Peremajaan Tanaman Perkebunan;
Seksi Produksi, Intensifikasi, dan Proteksi Tanaman Perkebunan: dan
Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS.

Pasal 12

Seksi Perbenihan, Perluasan, dan Peremajaan Tanaman Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan teknis, penyediaan benih, pengembangan areal
tanam dan peremajaan tanaman perkebunan.

Seksi Perbenihan, Perluasan, dan Peremajaan Tanaman Perkebunan
dalama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbir!gan
teknis, penyediaan benih, pengembangan areal tanam dan peremajaan
tanaman perkebunan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan leknis, penyediaan benih, mengembangkan areal lunam
dan meremajakan tanaman perkebunan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis budida_ve_t
benih tanaman perkebuhan sesuai standar mutu benih dalam negeri
maupun import; -
menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data jenis dan
kebutuhan benih tanaman perkebunan;
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(2)

¢ menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data areal
lahan untuk perluasan tanaman perkebunan;

. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kebun
masyarakal yang menggunakan benih lidak sesuual slandar baku
mutu;

£. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan benih tanaman
perkebunan;

h. mclaksanakan beckeda kerja  sama  dengan  masyarakat  dan
perusabaan  dalam  penyediaan  kebutuhan  benih lanainan
perkebunan;

i. melaksanakan penelusuran sumber dan kualitas benih tanaman
perkebunan yang tangkarkan oleh masyarakat atau perusahaan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pcremajaan  tanaman
perkebunan masyarakat yang tidak produktif:

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi kebun masyarakat
yang menggunakan benih tidak sesuai standar baku mutu;

. melaksanakan pemantauan sumber dan kualitas benih tanaman
perkebunan yang diproduksi oleh masyarakat atau perusahaan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
bimbingan teknis, penyediaan benih, pengembangan areal tanam dan
peremajaan tanaman perkebunan; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 13

Seksi Produksi, Intensifikasi, dan Proteksi Tanaman Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan,
pengujian dan penanggulangan OPT perkebunan.

Seksi Produksi, Intensifikasi, dan Proteksi Tanaman Perkebunan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, peningkatan produksi, pengamatan, pengujian dan
penanggulangan OPT perkebunan;

b. menyapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan

bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan, pengujian dan

penanggulangan OPT perkebunan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbngan teknis peningkatan

produksi tanaman perkebunan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis intensifikasi

tanaman perkebunan untuk peningkatan produksi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengendalian

organisme penggangu tanaman perkebunan secara terpadu;

f. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data produksi

tanaman perkebunan;

menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ancaman

dan wilayah epidemis OPT tanaman perkebunan;
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h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian OPT  tanaman
perkebunan melalu Laboratorium Lapangan dan Brigade Proteksi
Tanaman;

i mtiaks.ar_mkan pengendalian gangguan anaman yang disebabkan OPT
melalui tindakan Brigade Proteksi Tanaman.

i Fncn_viapkun bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
Intensifikan untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan;

K. menyiapkan bahan dan mclaksanakan pemantauan pengendalian OPT
yang dilakukan oleh masyarakal pekebunan;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan,
pengujian dan penanggulangan OPT perkebunan; dan

m. meclaksanakan tugas lain  dengan sesuai  bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 14

Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan pengendalian gangguan
usaha serta penataan perkebunanan besar swasta.

Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, fasilitasi, pengendalian gangguan usaha dan penataan PSB/N.

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan tcknis, fasilitasi, pcngendalian gangguan usaha dan konflik
serta pengelolaan perkebunan besar swasta;

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data
gangguan usaha perkebunan disebabkan bencana alam, kebakaran,
anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan;

d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data
perkembangan usaha perkebunan, perkembangan PBS/N dan potensi
kawasan perkebunan terpadu;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan  bimbingan  teknis
pengembangan usaha, sertifikasi lahan perkebunan rakyat,
pengaturan perkebunan terpadu dan PBS/N;

i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan
perkembangan usaha dan pengaturan kawasan perkebunan terpadu
serta sertifikasi lahan kebun rakyat,

g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan
perkembangan PBS/N;

h. melaksanakan fasilitasi pendaftaran usaha budidaya perkebunan

rakyat (STD-B);

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha

perkebunan terpadu;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha

PBS/N;

k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha PBS/N;
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d. menyusun  program,

| sl e - sy fe
melaksanakan penataan dan pengaturan rencana makro
pembangunan PBS/N:

N R 4

m. me n‘.mh.ma’mm pemantauan secara berkala perkembangan pengelolaan
perkebunan terpadu dan PBS/N;

n m:*n_\fmpkz'm bahan dan menyusun laporan kinerja  pelaksanaan
bimbingan teknis, fasilitasi. dan pengendalian gangguan usaha serta
penataan PBS/N;

a. menviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan
daunpak lingkungan, pengelolaan higiene dan sanitasi lingkungan
usaha perkebunan dan peternakan;

p. menyilapkan bahan dan melaksanakan penilaian usaha perkebunan
untuk PBS/N lintas Kabupaten/Kota; dan

G meclaksanakan tugas lain  vang sesuai dengan tugas dan
Kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

Bidang Peternakan dan Kesechatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasi, membina,

mengatur dan pengendalian penyediaan perbibitan, peningkatan produksi

dan pakan ternak, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Peternakan dan Keschatan lewan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menyelenggarakan [ungsi:

a. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
pengendalian penyediaan dan standar mutu perbibitan ternak;

b. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
pengendalian peningkatan dan pengembangan produksi ternak;

c. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
pengendalian kebutuhan dan ketersediaan pakan ternak;

d. penvusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian
pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan; dan

e. penyusunan  program, Kkoordinasi, pembinaan, pengaturan,
pengendalian kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
peternakan dan kesehatan hewan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan penyediaan dan standar mutu perbibitan ternak;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan peningkatan dan pengembangan produksi lernak;

mengatur, mengordinasikan, membina,

mengendalikan kebutuhan dan ketersediaan pakan ternak;

teknis bidang
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mtn_\ua.un. program, mengoordinasikan,
mengendalikan  pelaksanaan pengamatan
dan pemberantasan penyakit hewan:

mermbin, meneator,
penyidikan,  pencegahon

[ menyus ORI '
nyusun  program, mengoordinasikan,  membing, mengaloa
mengendalikan keschatan masyarakat veteriner: dan ‘ ‘
[ melaksanakan tugas  lain  vang  sesun; dengan

tupns li
kewenangannya. =

Bidang I’th_n}aknn dan Keschatan llewan schagatmana dimalksued pada
ayal (1) terdiri atas:

a. Seksi Perbibitan:

b. Seksi Produksi dan Pakan: dan

c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 16

Seksi f')t:l'bl‘bllul’l sebagaimana dimaksud dafam Pasal 15 ayat (4) huruf a

mempunyal tugas melaksanakan bimbingan teknis, penyediaan dan

penyebaran bibit ternak, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan
pemberdayvaan kelompok perbibitan.

Seksi Perbibitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan dan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis,
penyediaan dan penyebaran bibit ternak, identifikasi wilayah sumber
bibit ternak dan pemberdayaan kelompok perbibitan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan tcknis, penyediaan dan penyebaran  bibit  ternak,
identifikasi wilayah sumber bibit ternuk dun pemberdayaan kelompok
perbibitan;

¢. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data
kebutuhan perbibitan ternak;

d. menyiapkan bahan dan mclaksanakan penyediaan kebutuhan bibit
ternak,

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan kelompok
perbibitan untuk penyediaan kebutuhan bibit ternak;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan

standar perbibitan ternak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis identifikas

wilayah sumber ternak; |

h. menyiapkan bahan dan  melaksanakan l_)ir.nbiugun teknis

pengembangan dan peningkatan produksi ternak bibit

melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran dan penyebaran

lernak bibit; .

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan

bibit unggul; _ ‘ _

k. menyiapkan bahan dan mclaksanal_mn bimbingan teknis konscr;;m};:
(pclestarian) ternak  bibit mumi dan unggul/plasma  nulta

peternakan, ' |
melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam pengadaan

serta penyaluran semen beku;
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(1)

b ]

Hilkanakan pemantauan  Insemmasi Buatan., Progency Test dan
iranster Embro wilavah Provins::
ipean bahan pehuctlapan dan pengaturan kawasan sumbes
mber bibnt dan plasma nuftah wilavauh Provins,

@ menviapkan bahan dan melaksanakan serufikasi produks: bibit ternak
wilitvah Provins

P menviapkan bahan pembinaan sumber bibit ternak (hasil Inseminasi

Buatan Crossing) wilavah Provinsi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikas: rekayasa teknolog

mutu peneuk (Inseminasi Buatan, Embrio Transfer) wilavah Provinsi;

r o menviapkan  bahan  dan  melaksanakan  sertifikasi  tenaga  ahl
perbnbitan (surat ijin melakukan Inseminasi Buatan, pemeriksaan
kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah Provinsi:

s melaksanakan  pemantauan  distribust dan  kualitas  bibit  ternak
wilayah Provinsi;

t o menyviapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan tekns
pemberdayaan kelompok perbibitan ternak;

U meliksanakan  pemantauan  perkembangan dan  kinerja
perbnbitun termuk,

v. menviapkan bahan rekomendasi pemasukkan dan pengeluaran ternak
dari dan ke luar daerah/negert;

w. menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
bimbingan teknis, penyediaan dan  penyebaran  bibit  ternak,
identfikasy witayah sumber bibit ternak dan pemberdayaun kelompok
perbibitan; dan

x. melaksanakan
kewenangannya.

kelompok

tugas lain  vyang sesuai dengan tugas dan
Pasal 17

Seksi Produksi dan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
huruf b mempunval tugas melaksanakan pemantauan, bimbingan teknis,
pengembangan produksi dan penyediaan pakan ternak serta memproses
pelayanan perizinan.
Sckst Produkst dan Pakan dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
menyviapkan bahan dan menvusun rencana kegialan pemantauan,
bumbingan teknis, pengembangan produksi dan penyediaan pakan
ternak;

L. menyiapkan bahan dan
pemantauan, bimbingan
penyedmaan pakan ternak;
menyusun regulasi pola kemitraan pengembangan produksi ternak
dengan masvarakat/kelompok tani;

d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan  data
perkembangan produksi ternak daerah;

menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyupkan data jenis dan
jumlah kebutuhan pakan ternak daerah;

menyviapkan bahan dan melaksanakan kajian poteasi daerah untuk
pengembangan produksi ternak khusus;

a.

menyusun  pelunjuk  tekiis  pelaksanaan
teknis, pengembangan produksi dan
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(1)

(2)

¥ melaksanakan kerja sama dengan mas
kebutuhan pakan ternak: )

h. Mcnviapkan bahan pemb
produksi ternak;

i, i
meny,la%kan_bahan da.n menyusun  standarisasi pola kerja sama

| pc-ngt‘m angan produksi ternak kepada masyarakat/kelompok tani:

I Eler_lylapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi standarisasi pola
€lja sama pengembangan produksi ternak:

K. menyiapkan bahan dan melaksanak e
an fasilite
produksi ternak; silitasi  pengembangan

. menyiapkan bahan dan melaksanak ilitasi
\ : an fasilitasi pen b
produksi pakan ternak; SRR
m. menyiapkan bahan penetapan peta potensi pengembangan produksi
dan pakan ternak wilayah provinsi;

varakat/ pengusaha penvedia

ina CIna
an dan pemantauan pengembangan

n. melaksa.nakan monitoring, dan evaluasi pengembangan, penyebaran
dan peningkatan produksi ternak dan pakan ternak;

0. menyiapkan bahan dan memberikan rekomendasi izin pengeluaran
pakan ternak di wilayah provinsi;

P. n?em"iapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemantauan,
bimbingan teknis, pengembangan produksi dan penyediaan pakan
ternak; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 18

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masvarakat Veteriner

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan,
pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat
veteriner.

Seksi Kesehatan Hewan dan Keschatan Masyarakat Veteriner dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. menylapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit
hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan

bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan,

pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan
masyarakat veteriner;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan te}_mis pengamatan,

penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan serta

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;, |

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan penyakit hewan yang

berkembang di masyarakat peternak; Ny

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan dan penyidikan
penyakit hewan;

melaksanakan kerja sama dengan masyarakat/ perusahaan dalam

pemberaniasan penyakit hewan;
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1.

bb.

ccC.

menyviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peramalan
wabah dan penyakit hewan menular; )

m::nyi;pkan bahan dan meclaksanakan bimbingan teknis pembuatan
pela situasi penyebaran penyakit hewan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan epidemiologi
penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan laboratorium
kcschatan hewan, kesmavet, dan klinik hewan;

menylapkan bahan dan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
melaksanakan pengendalian peredaran obat penyakit hewan;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan usaha izin usaha
obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan higienis sanitasi
produsen pangan asal hewan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi dan surveylans
Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan;
melaksanakan pemantauan penggulangan wabah dan penyakit hewan
menular,

melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah
wabah penyakit hewan;

menyviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pelayanan
kesehatan hewan, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak,
produk hewan dan hewan kesayangan dari dan ke wilayah provinsi
dan lintas kabupaten/kota;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan
rumah potong hewan/rumah potong unggas, produk peternakan dan
penanggulangan penyakit zoonosis;

menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pengelolaan rumah
potong hewan dan unggas, produk peternakan dan penanggulangan
penyakit zoonosis;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan penyebaran
penyakit zoonosis;

menyiapkan bahan penetapan kebutuhan standar teknis minimal
rumah potong hewan/rumah potong unggas yang harus dipenuhi;
melaksanakan pemantauan penerapan standar teknis minimal rumah
potong hewan/rumah potong unggas;

menyiapkan bahan dan mclaksanakan pemeriksaan residu produk
pangan asal hewan;

menyiapkan bahan pembinaan pelayanan medik/paramedik veteriner
di lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik
veteriner di tingkat provinsi;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan Surat Keterangan

Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Kcterangan Keschatan Pangan

Asal Hewan (SKKPAH);
menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan sertilikat bebas

Pullorum dan sertifikat bebas Avian Influenza;
menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan analisa risiko
penularan penyakit hewan;
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(1)

(3)

dd. menviapks ah ' ifi

(d:’ﬂildikdn bahan pcmtfmaan sertifikasi pelayanan medik veteriner
er hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan);

L. menviapk ;
F:;Llr:;;apkan &_Jahe_m dan. menyusun  laporan  kinerja  bimbingan
er;bcdnddn bimbingan l.:::(ms, pengamaltan, penyidikan, pcr:cegalfun
p rantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan
masyarakat veteriner; dan _

. melaksanakan tu '

gas lain dengan sesuai bid

kewenangannya, .

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 19

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud

dalam' Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan,

penataan kelembagaan petani. pengolahan dan peningkatan mutu serta

mengembangkan pemasaran dan promosi.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
pengendalian pelaksanaan penyuluhan tanaman perkebunan dan

peternakan;

b. penyusunan  program, koordinasi,  pembinaan,  pengaturan,
pengendalian  kelembagaan  kelompok  petani  perkebunan  dan
peternakan;

c. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan,  pengaturan,
pengendalian pelaksanaan pengolahan produk perkebunan dan
peternakan;

koordinasi,  pembinaan, pengaturai,

d. penyusunan  prograiu,
pengendalian peningkatan mutu produk perkebunan dan peternakan;
dan

€. penyusunan  program,
pengendalian pengembangan

perkebunan dan peternakan.
Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas

pembinaan,  pengaturan,

koordinasi,
promosi  produk

pemasaran dan

sebagai berikut: | '
menyviapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang

penyuluhan, pengolahan dan pemasaran,
mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

luhan tanaman perkebunan dan

a.

b. menyusun program,
mengendalikan pelaksanaan penyu
peternakan;

c. menyusun program,
mengawasi, mengendalikan

perkebunan dan peternakan.

mengoordinasikan, membina, mengarur,
dan mengevaluasi kelembagaan bidang
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(1

(2)

23 -

—~

I menyus.
Yusun - program, P inasik: ‘mbi
ok W e lgt:ln:lguﬁr;hnamtan. membina,  mengatur,
: *mbagaar elompo ctani ¢ '
ot p p perkebunan dan
:nut_\ub:;nrk program, mengoordinasikan,  membina, mengatur
nengendalikan peningkatan | '
mutu roduk perkebu -

peternakan; ‘ P el S

[ menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

s ?

mengendalikan  pengembangan  pemasaran  dan promosi produk
perkebunan dan peternakan; dan

g melaksanakan tugas lain dengan sesuai bidang tugas dan
Kewenangannya.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani;

b. Seksi Pengolahan dan Mutu; dan

¢. Seksi Pemasaran dan Promosi.

Pasal 20

Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberi dukungan
keberhasilan program, melaksanakan bimbingan teknis, dan memfasilitasi
pembentukan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternakan.

Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:
menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan, bimbingan

a.
teknis dan fasilitasi penataan kelembagaan asosiasi dan/atau
kelompok tani perkebunan dan peternakan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
penyuluhan dan fasilitasi penataan kelembagaan kelompok tani
perkebunan dan peternakan;

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan
kompelensi (enaga penyuluh perkebunan dan pelernakan;

d. menghimpun program bidang perkebunan dan peternakan yang perlu
disampaikan kepada masyarakat;

e. memberi dukungan keberhasilan program peningkatan produksi

perkebunan dan peternakan;
menyiapkan bahan pembinaan kepada tenaga penyuluh perkebunan

dan peternakan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan
peni}xgl.catan kompetensi tenaga penyuluh  perkebunan dan
peternakan;
menghimpun bahan-bahan
program pengembangan dan
peternakan;
mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengan progxl'{arn
pengembangan dan peningkatan sektor perkebunan dan peternakan
kcp{ida tenaga penyuluh;

penyuiuhan yang berkaitan dengan
peningkatan sektor perkebunan dan

-~
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1.

ll-'l‘t‘ll_\'lalpkun bahan dan melaksanakan fasilitasi
pembentukan/penataan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan
peternakan:

menghimpun  dan  menyajikan  data kelembagaan kelompok petani
perkebunan dan peternakan:

memberdayakan  kelembagaan kelompok tani perkebunan dan
peternakan sebagai sasaran antara dalam kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat; )
Illt'l.l_\,"i'dpk'd_u bahan dan melaksanakan  pembinaan kepada kelompok
tani perkebunan dan peternakan secara berkala;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan kelembagaan
dan skala usaha peternakan dan perkebunan;
mc:r_tyiapl-:an bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
Kegialan penyuluhan, bimbingan (eknis dan fasilitasi penataan
kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternakan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 21

Seksi Pengolahan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis. fasilitasi
pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan.
Seksi Pengolahan dan Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan
dan peternakan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan teknis, [asilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil
perkebunan dan peternakan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengolahan
dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;

menyiapkan bahan pembinaan pengolahan dan peningkatan mutu
hasil perkebunan dan peternakar,

menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi pengolahan dan
peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;

memberikan dukungan penerapan teknologi pengolahan dan
peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan panen,
pasca panen, dan pengolahan hasil budidaya perkebunan dan
pelernakan,

melaksanakan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam
pengembangan teknologi, pengolahan dan mutu hasil perkebunan dan
peternakan,

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis,
fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan

peternakan;
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1. n?t:n_\‘.mpkun buhan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
bimbingan teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil
perkebunan dan peternakan: dan

k. melaksanakan  lugas  lain  sesuai dengan  bidang  (ugas  dan
kewenangannya.

Pasal 22

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil perkebunan dan
peternakan melalui berbagai media informasi.

(2) Seksi Pemasaran dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan melaksanakan
bimbingan teknis, fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil
perkebunan dan peternakan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan teknis pemasaran dan promosi komoditas hasil
perkebunan dan peternakan;

¢. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data komoditas hasil
perkebunan dan peternakan yang dipasarkan dan dipromosikan;

d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data media informasi yang
efektif untuk kegiatan promosi pemasaran komoditas hasil
perkebunan dan peternakan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis
pengembangan pemasaran komoditas hasil perkebunan dan
peternakan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pemasaran
komoditas hasil perkcbunan dan peternakan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan
instansi/unit kerja terkait dalam pengembangan dan pelayanan
innformasi pasar komoditas hasil perkebunan dan peternakan

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan

instansi/unit kerja terkait dalam pengembangan dan perluasan

jaringan pemasaran komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha bidang
perkebunan dan peternakan untuk menjaga dan meningkatkan
kuantitas dan kualitas komoditas hasilnya;

j- melaksanakan fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil
perkebunan dan peternakan melalui kegiatan pameran, expo, kontak
dagang, dll;

k. melaksanakan fasilitasi kerja sama pemasaran komoditas hasil

perkebunan dan peternakan dengan pelaku usaha lain;

menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pemasaran dan promosi

komoditas hasil perkebunan dan peternakan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan

bimbingan teknis, fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil

perkebunan dan peternakan; dan
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N melaksanake
dhsdnakan tugas o sesual I
- : f SUSLY denvan bidany e '
Kewenangannva g, S
Bagtan Ketuyul
Unit Pelaksana Teknis Daceah

Pasal 23

1T s K e ——_— 3 -
UPTD scbagaimana dimaksud dalam Pasal Loayar (4 huraf 1 dibentuk
dengan Peraturan Gubernur. .
i i e i i .
Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
Ketentuan perundang-undangan. -
Bagian Kedelapan
Kelompok dubaan Fungsional

Pasal 24

helnrqpt1k Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 avat (4)
hurut_ £ mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

(1)

Pasal 25

Ke]n.mpnk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
terdin atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Sctiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di pimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretars yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidr_mp, vang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
ub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub

= -4 . S
Masing-masing ggung jawab kepada

Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertan
Sekretaris. .
Masing-masing Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala .Sckm yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing

Kepala Bidang.

Dipindai dengan CamScanner



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 128)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"

Pasal 28

Peraturan Gubernur im1 mulai berlaku pada tanggal diandangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu_raq
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasi
pada tanggal 28 Jul 2420
GUBERNUR Ix N SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 28 Juu'2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINS]
KALIMANTAN SELATAN,

t

ABDUL/HARIS

' 2 MOR
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Dipindai dengan CamScanner



